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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan tahunan
pengelolaan informasi dan dokumentasi Balai Besar Pelatihan
Pertanian (BBPP Binuang) Binuang ini dapat disusun dengan
baik. 

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang
telah dilaksanakan selama setahun, serta sebagai upaya
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan data dan informasi. Kami berharap laporan ini
dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat
bagi para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung
pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengelolaan
informasi dan dokumentasi selama ini. Semoga laporan ini
dapat memberikan informasi yang tepat, akurat, dan
bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semoga laporan ini dapat memberikan wawasan yang
berguna dan meningkatkan kualitas pengelolaan informasi
dan dokumentasi di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR



LATAR BELAKANG
Pengelolaan informasi dan dokumentasi di instansi pemerintah menjadi hal yang
sangat penting, terutama dalam rangka mewujudkan prinsip keterbukaan informasi
publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam konteks ini, Balai Besar Pelatihan
Pertanian (BBPP) Binuang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi
untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, memiliki
tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan pengelolaan informasi yang
transparan, akurat, dan dapat diakses oleh publik secara mudah dan efisien.

UU KIP mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang
dikuasai oleh badan publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan
memberikan informasi tersebut. Dengan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi), setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengelola informasi
dengan lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka implementasi UU KIP, BBPP Binuang telah membentuk PPID yang
bertugas untuk mengelola, menyediakan, serta memberikan akses informasi kepada
publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPID di BBPP Binuang berperan sebagai
penjaga pintu informasi, memastikan bahwa informasi yang disediakan memenuhi
prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi tanpa mengabaikan hak-hak
pribadi serta kerahasiaan yang dilindungi oleh undang-undang.

Agricultural Movement

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di
BBPP Binuang mencakup berbagai jenis
informasi, mulai dari informasi yang
berkaitan dengan kebijakan, program,
kegiatan, anggaran, hingga informasi
lainnya yang relevan dengan pelayanan
publik. Adapun proses pengelolaannya
mengikuti prosedur yang jelas dan
terstandarisasi untuk memastikan kualitas
dan aksesibilitas informasi yang maksimal
bagi masyarakat. 

Diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam
mengenai pengelolaan informasi dan
dokumentasi di BBPP Binuang, serta upaya
yang telah dilakukan untuk memenuhi
ketentuan yang ada dalam UU KIP demi
mendukung pelayanan publik yang lebih
transparan dan efisien.



Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846)

DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola
Dokumentasi dan Informasi Publik (PPID) di tahun 2023 ini adalah: 
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5149)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor l)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara
Nomor 15)

Peraturan MenteriPertanian Nomor 19Tahun 2022 tentang
Organisasidan Tata KerjaKementerian Pertanian (Berita Negara
Tahun 2022 Nomor 1250)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan
Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 120)

Surat Keputusan (SK) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Binuang Nomor : 06/Kpts/OT.200/I.16/01/2025 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Besar
Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang



GAMBARAN UMUM 

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang
(BBPP Binuang) merupakan salah satu
unit pelaksana teknis di bawah
Kementerian Pertanian yang memiliki
peran penting dalam peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di
sektor pertanian. Sebagai bagian dari
instansi pemerintah, BBPP Binuang
memiliki kewajiban untuk menyediakan
layanan informasi yang transparan dan
akuntabel kepada publik sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan
peraturan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mendukung prinsip keterbukaan informasi publik,
BBPP Binuang telah menyelenggarakan pengelolaan informasi dan
dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID). 

Layanan informasi di BBPP Binuang bertujuan untuk
mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi
yang berkaitan dengan program, kebijakan, kegiatan, anggaran,
serta informasi lain.



MAKLUMAT PELAYANAN



SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLA PPID
BBPP Binuang memiliki struktur organisasi yang mencakup beberapa
Pelayanan Informasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan,
penyebaran, dan pemeliharaan informasi terkait kegiatan pelatihan, berita,
serta inovasi di bidang pertanian.



Mengalokasikan anggaran untuk penguatan PPID Tahun
2025 sekurang-kurangnya diperuntukan untuk bimtek
atau sejenisnya, pelayanan publik, penyebarluasan
informasi/ kehumasan, upgrading sarana prasaran IT,
rapat dan hal penguatan kelembagaan.

ALOKASI ANGGARAN PPID

Berdasarkan data diatas dukungan terhadap PPID pada
tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 289.032.000 (dua ratus
delapan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah).
Dukungan tersebut berupa Penyediaan Sarana,
Koordinasi dan Peningkatan Profesionalisme Petugas
PPID.



1.    Layanan Non Elektronik

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di
Balai Besar Pelatihan (BBPP) Binuang Pertanian maka pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang oleh sarana
dan prasarana yang terdiri dari

SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLA PPID

Ruang Layanan Informasi

·Meja layanan informasi dan petugas layanan

·Komputer/ laptop/ notebook



layanan bagi kelompok disabilitas 

Kursi roda dan ramp/ jalur

lobby utama terdapat beberapa informasi publik

Informasi Publik dalam Bentuk Cetak

SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLA PPID



lobby utama terdapat beberapa informasi publik

Lantai 2 terdapat beberapa informasi publik

Informasi Publik dalam Bentuk Cetak

SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLA PPID



Menayangkan video informasi publik

SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLA PPID

Informasi publik pada Website dan TV Monitor



Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang menerima
permohonan informasi melalui email, whatsapp, kunjungan
langsung dengan datang ke konter layanan, dan juga
melalui media sosial. Seperti Grafik dibawah:

REKAPITULASI 
PERMOHONAN

Berdasarkan dari jumlah pemohon informasi dalam waktu
satu tahun di tahun 2025, jumlah pemohon 106 orang.
Dengan rincian:

Kunjungan langsung 64 orang.
Media sosial 23 orang.
Whatsapp 11 orang.
Website/ Email 8 orang.

KUNJUNGAN LANGSUNG

MEDIA SOSIAL

WHATSAPP

WEBSITE/ EMAIL 8

23

64

11
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INOVASI LAYANAN
INFORMASI

BIOTRON
(Biochar Three In One)

BIODA
(Bio D'Corp Agro)

inovasi berfungsi untuk
menyuburkan tanah dan

meningkatkan hasil pertanian.
Merupakan bahan padat kaya

karbon dimodifikasi dari
biochar. 

produk solusi hayati untuk
pertanian berkelanjutan yang

berfungsi sebagai pupuk,
penyubur tanah, dan pestisida

organik, atau produk pembersih
enzim probiotik untuk

menghilangkan noda dan bau.

E LEARNING
(sistem pembelajaran yang

menggunakan teknologi informasi)
Pembelajaran yang menggunakan

media digital dan perangkat
elektronik proses pembelajaran online

atau dengan metode blended
learning 



Peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan internal.
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi yang lebih
memadai.

KENDALA DAN TANTANGAN 
Kendala dan Tantangan Pelayanan Informasi

1.   Keterbatasan Infrastruktur
Akses internet yang belum merata di beberapa wilayah
menjadi hambatan dalam penyebaran informasi secara
digital.

Penguatan sistem manajemen informasi berbasis digital.
Peningkatan edukasi dan pelatihan kepada pengguna
layanan terkait teknologi informasi.
Perluasan jaringan kerja sama dengan instansi terkait
untuk mempercepat penyebaran informasi.

2.  Kurangnya Literasi Digital
Beberapa petani atau masyarakat sasaran belum
sepenuhnya memahami teknologi informasi yang digunakan
dalam pelayanan.

3.  Upaya Mengatasi Kendala

4.  Rekomendasi Peningkatan Pelayanan Informasi



Pelayanan informasi di BBPP Binuang merupakan bagian
penting dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM
pertanian di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi
modern, inovasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BBPP
Binuang terus berupaya memberikan layanan informasi yang
relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Meskipun terdapat kendala seperti infrastruktur dan literasi
digital, langkah-langkah strategis telah diambil untuk
mengatasinya. Ke depan, BBPP Binuang berkomitmen untuk
terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sebagai
kontribusi nyata dalam pembangunan sektor pertanian yang
berkelanjutan.

PENUTUP


